
  
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

 
NOMOR 145 TAHUN 2020    

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2018  

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah menetapkan 

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu 
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 

hukum; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

 
 

SALINAN 
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2. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,  Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan  Kedua atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  
60  Tahun 2014 tentang  Dana Desa Yang  Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2016  
Nomor  58,  Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 
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9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019                
Nomor 1455); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11); 

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76); 

   
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 
   

  Pasal I 
  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang 

Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 76), 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
  1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 

(satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal  7 
(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat 

dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifat dan 

jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. 
 

 

 (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 

unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan 
Desa dan masyarakat, yang terdiri atas: 
a. ketua; 

b. sekretaris; dan 
c. anggota. 

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
yaitu pelaksana kewilayahan.  

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

melalui Keputusan Kepala Desa. 
(6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) ditetapkan pada saat kegiatan akan 
dilaksanakan. 
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  2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 

(4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 8 
(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan. 
(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai tugas: 
a. menyusun RAK Desa; dan 
b. melakukan penatausahaan yang meliputi 

menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran 
dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi 
kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajak 

Pemerintah Desa. 
(4) Nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) terdaftar atas nama Pemerintah Desa 

bukan Kaur Keuangan. 
 

 
 

 3. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 
(2), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal  14 

(1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas: 

a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang 

berlokasi di Desa; 
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak 

ketiga; 

d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran 
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di 

kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 
e. bunga bank; dan 

f. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa bantuan 

khusus yang diperuntukan sebagai penerimaan lain 
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disebabkan 

adanya tunggakan pembayaran penghasilan tetap 
dan/atau tunjangan tahun anggaran sebelumnya  

karena alokasi dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya tidak/belum sepenuhnya disalurkan 
pada tahun anggaran berkenaan. 
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  4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 29 
(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 huruf b antara lain digunakan untuk 
menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang 

diinvestasikan dalam BUM Desa dan BUM Desa 
bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau 
pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang 

dianggarkan dari Pengeluaran Pembiayaan dalam                     
APB Desa. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak 
dapat dijual. 

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa 
bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5) Penyertaan modal Desa dapat berbentuk uang 

dan/atau barang bergerak dan tidak bergerak milik 
Desa yang dapat dinilai dengan uang. 

(6) Penyertaan modal Desa bersifat permanen dan non 

permanen. 
(7) Penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa 

bersama melalui proses analisis kelayakan: 
a. penyertaan modal awal (pembentukan): 

1. adanya sumber daya alam dan/atau industri 
kerajinan rumah tangga sebagian besar 
masyarakat yang berpotensi menjadi usaha 

unggulan; 
2. adanya sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi di bidang usaha dan administrasi; 
3. hasil usaha paling kurang dapat menutup 

biaya operasional BUM Desa; dan 
4. dampak terhadap peningkatan pelayanan 

masyarakat dan pendapatan asli Desa. 

b. penyertaan modal tambahan: 
1. usaha BUM Desa dari pengelolaan sumber 

daya alam dan/atau industri kerajinan rumah 
tangga sebagian besar masyarakat 

menunjukkan perkembangan yang baik yang 
dilihat dari grafik peningkatan produksi dan 
pemasaran 

2. laporan keuangan tidak defisit; 
3. gaji/honor pengurus berasal dari keuntungan 

usaha; 
4. proyeksi break event point 2 (dua) tahun atau 

sesuai perhitungan; 
5. proyeksi pembagian laba usaha pada tahun 

ketiga atau sesuai perhitungan; dan 

6. tidak ada konflik kepengurusan. 
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(8) Pengalokasian penyertaan modal Desa dalam              

APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa. 

(9) Kriteria penyertaan modal Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8)  yang dapat disertakan  

adalah: 
a. berasal dari APB Desa, setelah memperhitungkan 

terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan 
pelayanan dasar masyarakat; 

b. alokasi khusus dari APB Desa yang bersumber 

dari bantuan keuangan khusus; 
c. alokasi anggaran dari APB Desa yang disisihkan 

secara khusus berdasarkan peraturan perundang-
undangan dengan tetap berpedoman pada analisa 

kelayakan;  dan 
d. tanah kas Desa dan bangunan. 

(10) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
 

  5. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
  Pasal 41 

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan               

APB Desa apabila terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam 

pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; 
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih 

perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang 
akan digunakan dalam tahun berkenaan; 

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan 

pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar 
kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun 
sebelumnya harus digunakan dalam tahun 

anggaran berjalan. 
  (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam 

keadaan luar biasa. 
  (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat berupa: 
a. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan 

dan/atau pengeluaran dalam APB Desa 
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar 
dari 50% (lima puluh persen); 

b. bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis 

ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang 

berkepanjangan; 

c. perubahan kebijkan mendasar dari Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten terkait penambahan dan/atau 

pengurangan dalam Pendapatan Desa tahun 

berjalan; 
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d. adanya program kegiatan yang harus menjadi 

prioritas Desa berdasarkan kebijakan Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten, termasuk adanya bantuan 
keuangan khusus; dan 

e. penyakit yang mewabah/epidemik yang 
menyerang Desa. 

  (4) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan selisih 
(gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan 

dan belanja dalam APB Desa. 
  (5) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan 

estimasi penerimaan dalam APB Desa mengalami 
peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a  dapat 
dilakukan penambahan bidang, sub bidang dan 
kegiatan baru dan/atau penjadwalan 

ulang/peningkatan capaian target kinerja bidang, sub 
bidang dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. 

  (6) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan 
estimasi penerimaan dalam APB Desa mengalami 

penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a  maka 
dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan 

capaian target kinerja bidang, sub bidang dan 
kegiatan iainnya dalam tahun anggaran berjalan. 

  (7) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai 

perubahan APB Desa dan tetap mempedomani               
RKP Desa. 
 

  6. Diantara ayat (2) dan ayat (3)  Pasal 42 disisipkan 3 (ayat) 

yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 42 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 42 
(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan 

terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan 
penjabaran APB Desa sebelum rancangan Peraturan 
Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. 

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan 
penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: 
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam 

Pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; 
b. keadaan yang menyebabkan harus segera 

dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan 

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun 
sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan 

dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan. 
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(2a) Perubahan  Peraturan  Kepala  Desa  mengenai 

Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.  

(2b) Perubahan  Perubahan  Peraturan  Kepala  Desa 
mengenai Penjabaran APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  kemudian dituangkan ke 
dalam perubahan Peraturan Desa mengenai              

APB Desa tahun berjalan. 
(2c) Dalam hal  terjadi perubahan Peraturan Desa 

mengenai APB Desa tetap ditindaklanjuti dengan 

perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai 
penjabaran perubahan APB Desa sebagaimana 

kebutuhan perubahan Peraturan Desa dimaksud. 
(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai 

penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan 
penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan 
kepada Bupati melalui surat pemberitahuan 

mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan 
penjabaran APB Desa. 

 
  7. Ketentuan Pasal 46 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat 

(7) dan ayat (8), sehingga  Pasal 46 berbunyi sebagai 
berikut: 
 

Pasal 46 
(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling 
lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang 

APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
APB Desa ditetapkan. 

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. RAK Desa; 
b. rencana kerja kegiatan Desa; dan 

c. rencana anggaran Biaya. 
  (3) RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan 
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah 
dianggarkan. 

(4) Rencana kerja kegiatan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, 

sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan 
anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. 

(5) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap 
kegiatan. 

(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan 
rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris 

Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(7) RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

merupakan bagian dari DPA, dengan ketentuan: 
a. sebagai alat kerja Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 

anggaran yang secara fleksibel dapat diubah sesuai 
dengan kondisi yang mungkin terjadi dari anggaran 

yang waktunya turun tidak sesuai rencana awal/atau 
adanya fenomena alam dan sosial yang menyebabkan 

pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan 
sesuai rencana, dan lain-lain; 

b. fungsi RAK Desa adalah sebagai alat kerja Kaur dan 

Kasi pelaksana kegiatan anggaran sekaligus sebagai 
dokumen bagi Pemerintah Desa mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sistematis; dan 
c. RAK Desa tidak dimaksudkan sebagai dokumen yang 

dipergunakan sebagai syarat untuk penyaluran 
anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan 
juga tidak dimaksudkan sebagai dokumen yang perlu 

mendapatkan proses verifikasi dari pemerintah Desa. 
(8) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a merupakan bagian dari DPA, dengan 
ketentuan: 

a. dokumen yang disusun dengan mengacu pada 
rencana anggaran biaya yang terdapat dalam 
lampiran RKP Desa; 

b. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran pada 
saat kegiatan akan dilaksanakan melakukan 

pengecekan harga barang/jasa untuk memastikan 
anggaran kegiatan yang terdapat dalam rencana 

anggaran biaya yang susunan dalam penyusunan 
RKP Desa dapat dilaksanakan; 

c. dalam pengecekan harga terdapat sebuah kondisi 

dimana harga barang/jasa lebih rendah dari rencana 
anggaran biaya yang telah disusun berdasarkan 

rencana anggaran biaya di RKP Desa, pelaksanaan 
kegiatan anggaran tidak perlu rencana anggaran 

biaya, namun pelaporan hasil kegiatan harus sesuai 
kondisi rill; 

d. dalam pengecekan harga barang/jasa terdapat 

sebuah kondisi dimana harga lebih tinggi dari 
rencana anggaran biaya yang ada, pelaksana kegiatan 

anggaran harus melaporkan kondisi dimaksud 
kepada kepala Desa agar diadakan rapat kerja untuk 

mencari solusi dari permasalahan tersebut, dengan 
mengacu pada ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa; 
e. pemenuhan anggaran dari kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada huruf d, dapat dianggarkan dari 
anggaran kegiatan pada sub bidang keadaan darurat, 

dengan tetap memperhatikan kriteria yang telah 
ditetapkan; 
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f. dalam proses penyusunan rencana anggaran biaya, 

dimungkinkan terjadi perubahan volume kebutuhan 
barang dan jasa baik jumlah maupun harganya yang 

tidak terkait dengan kondisi sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dan huruf d; dan 

g. dalam hal terhadap kondisi sebagaimana dimaksud 
pada huruf f, maka: 

1. jika perubahan terjadi pada minimal di jenis 
belanja, maka harus dilakukan perubahan 
Peraturan Desa mengenal APB Desa dan RKP 

Desa terlebih dahulu; dan 
2. jika perubahan terjadi pada tingkatan objek 

belanja dan/atau rincian objek belanja, maka 
harus dilakukan perubahan Peraturan Kepala 

Desa mengenai Penjabaran APB Desa terlebih 
dahulu. 
 

  8. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan  1 (satu) yakni ayat (3), 
sehingga  Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 54 

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan 
anggaran sesuai dengan periode yang tercantum 

dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang 
dari yang tertera dalam DPA. 

(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. 

(3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. SPP panjar; dan  

b. SPP definitif. 

  9. Ketentuan Pasal 61 ditambahkan 2 (dua) yakni ayat (8) 
dan ayat (9), sehingga  Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 61 

(1) Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA tahun 
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

huruf a digunakan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi 

pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; 

dan 
b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau 

lanjutan. 
(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit 

anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari 
pelampauan pendapatan dan/atau penghematan 

belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk 
membiayai kegiatan- kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan. 
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(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan 

yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang 
harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. 

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui 

Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan 
yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran 
dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu 
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling 
lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran 
berjalan. 

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran 
dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL. 

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian 
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada 

tahun anggaran berikutnya. 
(8) Untuk pelaksanaan anggaran dari SILPA kegiatan 

lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b melalui mekanisme DPAL, dilakukan terlebih 
dahulu perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai 

Penjabaran APB Desa tahun berjalan, sebagai dasar 
penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 

lanjutan. 
(9) Dalam hal Peraturan Desa mengenai APB Desa dan 

Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB 

Desa tahun berjalan belum ditetapkan, maka 
pelaksanaan kegiata lanjutan wajib dianggarkan 

terlebih dahulu dalam Peraturan Kepala Desa 
mengenai Penjabaran APB Desa yang mendahului 

Peraturan Desa mengenai APB Desa. 
  10. Ketentuan A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan dalam Lampiran Peraturan 
Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, diubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
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  Pasal II 

   
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 
   

 

 

Ditetapkan di  Sumedang 
pada tanggal  30 Desember 2020 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 
ttd 

 

DONY AHMAD MUNIR 
 

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal  30 Desember 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH 

   KABUPATEN SUMEDANG, 
 

                            

ttd 
 

 

HERMAN SURYATMAN 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  2020 NOMOR 145 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
DADANG RUSTANDI, S.H. 

NIP. 19800715 200501 1 015 

    
 

 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
NOMOR 145 TAHUN 2020 

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 

 
 

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 

 

Kode Rekening  

Uraian a b c d 

4    PENDAPATAN 

4 1   Pendapatan Asli Desa 

4 1 1  Hasil Usaha 

4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes 

4 1 1 90-99 Lain-lain 

4 1 2  Hasil Aset 

4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 

4 1 2 02 Tambatan Perahu 

4 1 2 03 Pasar Desa 

4 1 2 04 Tempat Pemandian Umum 

4 1 2 05 Jaringan Irigasi Desa 

4 1 2 06 Pelelangan Ikan Milik Desa 

4 1 2 07 Kios Milik Desa 

4 1 2 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa 

4 1 2 90-99 Lain-lain 

4 1 3  Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 

4 1 3 01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong 

4 1 3 90-99 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 

4 1 4  Lain-lain Pendapatan Asli Desa 

4 1 4 01 Hasil Pungutan Desa 

4 1 4 90-99 Lain-lain 

4 2   Transfer 

4 2 1  Dana Desa 

4 2 1 01 Dana Desa 
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4 2 2  Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 

4 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 

4 2 3  Alokasi Dana Desa 

4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 

4 2 4  Bantuan Keuangan Provinsi 

4 2 4 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 

4 2 4 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 

4 2 5  Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 

4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 

4 2 5 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 

4 3   Pendapatan Lain-lain 

4 3 1  Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 

4 3 1 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 

4 3 2  Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 

4 3 2 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 

4 3 3  Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 

4 3 3 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa 

4 3 4  Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga 

4 3 4 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga 

4 3 5  Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan 

4 3 5 01 Koreksi kesalahan  belanja tahun-tahun  anggaran  sebelumnya  yang mengakibatkan  penerimaan  di kas Desa pada tahun anggaran berjalan 

4 3 6  Bunga Bank 

4 3 6 01 Bunga Bank 

4 3 9  Lain-lain pendapatan Desa yang sah 

4 3 9 90 Bantuan khusus yang diperuntukan sebagai penerimaan lain kepala desa dan perangkat desa 

5    BELANJA 

5 1   Belanja Pegawai 

5 1 1  Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 

5 1 1 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 

5 1 1 02 Tunjangan Kepala Desa 

5 1 1 90 Tambahan Penghasilan Kepala Desa (APBD Provinsi) 

5 1 1 91 Tambahan Penghasilan Kepala Desa (APBD Kabupaten) 

5 1 1 92 Tambahan Penghasilan Kepala Desa  (PADesa) 

5 1 1 93 Penghasilan Kepala Desa dari Tanah Bengkok 

5 1 1 94 Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dari bantuan khusus 

     

5 1 2  Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 

5 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 
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5 1 2 02 Tunjangan Perangkat Desa 

5 1 2 90 Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (APBD Provinsi) 

5 1 2 91 Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (APBD Kabupaten) 

5 1 2 92 Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (PADesa) 

5 1 2 93 Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari bantuan khusus 

5 1 2 94 Tunjangan Perangkat Desa dari bantuan khusus 

5 1 3  Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 

5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 

5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 

5 1 3 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 

5 1 3 04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 

5 1 4  Tunjangan BPD 

5 1 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD 

5 1 4 02 Tunjangan Kinerja BPD 

5 2   Belanja Barang dan Jasa 

5 2 1  Belanja Barang Perlengkapan 

5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 

5 2 1 02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 

5 2 1 03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan 

5 2 1 04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 

5 2 1 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 

5 2 1 06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi 

5 2 1 07 Belanja Bahan/Material 

5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 

5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 

5 2 1 10 Belanja Obat-obatan 

5 2 1 11 Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan 

5 2 1 12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 

5 2 1 90 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 

5 2 1 91-99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 

5 2 2  Belanja Jasa Honorarium 

5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

5 2 2 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 

5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 

5 2 2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 

5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 

5 2 2 90 Belanja Uang Saku 

5 2 2 91 Belanja Kontribusi 
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5 2 2 92 Belanja Iuran Kerjasama Antar Desa 

5 2 2 90-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 

5 2 3  Belanja Perjalanan Dinas 

5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 

5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 

5 2 3 03 Belanja Kursus/Pelatihan 

5 2 4  Belanja Jasa Sewa 

5 2 4 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 

5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 

5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 

5 2 4 90-99 Belanja Jasa Sewa Lainnya 

5 2 5  Belanja Operasional Perkantoran 

5 2 5 01 Belanja Jasa Langganan Listrik 

5 2 5 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih 

5 2 5 03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 

5 2 5 04 Belanja Jasa Langganan Telepon 

5 2 5 05 Belanja Jasa Langganan Internet 

5 2 5 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro 

5 2 5 07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 

5 2 5 90-99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya 

5 2 6  Belanja Pemeliharaan 

5 2 6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 

5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 

5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan 

5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 

5 2 6 05 Belanja Pemeliharaan Jalan 

5 2 6 06 Belanja Pemeliharaan Jembatan 

5 2 6 07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) 

5 2 6 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) 

5 2 6 90-99 Belanja Pemeliharaan Lainnya 

5 2 7  Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 

5 2 7 01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat 

5 2 7 02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat 

5 2 7 03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat 

5 2 7 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 

5 2 7 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 

5 2 7 90-99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 

5 3   Belanja Modal 



    - 5 - 
 

5 3 1  Belanja Modal Pengadaan Tanah 

5 3 1 01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah 

5 3 1 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah 

5 3 1 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah 

5 3 1 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 

5 3 1 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 

5 3 1 90-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya 

5 3 2  Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 

5 3 2 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 

5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer 

5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 

5 3 2 05 Belanja Modal Peralatan Dapur 

5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 

5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 

5 3 2 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan 

5 3 2 09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan 

5 3 2 10 Belanja Modal Mesin 

5 3 2 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 

5 3 2 90-99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya 

5 3 3  Belanja Modal Kendaraan 

5 3 3 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 

5 3 3 03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor 

5 3 3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor 

5 3 3 05 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor 

5 3 3 90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya 

5 3 4  Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 

5 3 4 01     Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan 

5 3 4 02     Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 

5 3 4 03 Belanja Modal Bahan Baku 

5 3 4 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 

5 3 5  Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 

5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

5 3 5 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 

5 3 5 03 Belanja Modal Bahan Baku 

5 3 5 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 

5 3 6  Belanja Modal Jembatan 
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5 3 6 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

5 3 6 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 

5 3 6 03 Belanja Modal Bahan Baku 

5 3 6 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 

5 3 7  Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan 

5 3 7 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

5 3 7 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 

5 3 7 03 Belanja Modal Bahan Baku 

5 3 7 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 

5 3 8  Belanja Modal Jaringan/Instalasi 

5 3 8 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan 

5 3 8 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 

5 3 8 03 Belanja Modal Bahan Baku 

5 3 8 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 

5 3 9  Belanja Modal lainnya 

5 3 9 01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan 

5 3 9 02 Belanja Modal khusus Olahraga 

5 3 9 03 Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan 

5 3 9 04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman 

5 3 9 05 Belanja Modal Hewan 

5 3 9 90-99 Belanja Modal Lainnya 

5 4   Belanja Tak Terduga 

5 4 1  Belanja Tak Terduga 

5 4 1 01 Belanja Tak Terduga 

6    PEMBIAYAAN 

6 1   Penerimaan Pembiayaan 

6 1 1  SILPA Tahun Sebelumya 

6 1 1 01 SILPA Tahun Sebelumnya 

6 1 2  Pencairan Dana Cadangan 

6 1 2 01 Pencairan Dana Cadangan 

6 1 3  Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 

6 1 3 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 

6 1 9  Penerimaan Pembiayaan Lainnya 

6 1 9 90-99 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 

6 2   Pengeluaran Pembiayaan 

6 2 1  Pembentukan Dana Cadangan 

6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan 

6 2 2  Penyertaan Modal Desa 
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BUPATI SUMEDANG, 

 
ttd 

 
DONY AHMAD MUNIR 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
DADANG RUSTANDI, S.H. 

NIP. 19800715 200501 1 015 

 

 

 

 

 

 

 

6 2 2 01 Penyertaan Modal Desa 

6 2 9  Pengeluaran Pembiayaan lainnya 

6 2 9 90-99 Pengeluaran Pembiayaan lainnya 


